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REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  42/PERMEN-KP/2015 

TENTANG  

SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf k 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan 

Kapal Perikanan; 

b. bahwa dengan perkembangan usaha perikanan, 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan 

Kapal Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 

hukum sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor  45  Tahun  

2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

4.  Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 

tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan 

Kabinet Kerja 2014-2019; 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya 

disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan 

kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang 

telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan 

aktifitas kapal perikanan. 

2. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung 

lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan 

ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, 

pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan 
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ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi 

perikanan. 

3. Transmiter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan 

pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk 

mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal 

perikanan secara langsung kepada Pusat Pemantauan 

Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam 

rangka penyelenggaraan SPKP. 

4. Penyedia SPKP  adalah badan hukum penyedia transmiter 

SPKP dan jasa komunikasi satelit yang dapat memberikan 

layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan. 

5. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan 

perikanan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau 

perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan 

kapal perikanan yang menggunakan transmiter SPKP. 

6. Airtime fee adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang 

harus dibayar oleh pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP. 

7. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter, yang selanjutnya 

disingkat SKAT, adalah dokumen tertulis yang 

menyatakan bahwa transmiter SPKP pada kapal perikanan 

tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau 

pada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan. 

8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang 

mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perikanan. 

9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang 

melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan hukum. 

10. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Negara 

Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan. 

11. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat 

SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 

perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha 

Perikanan. 
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12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya 

disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan 

ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 

Izin Usaha Perikanan. 

13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah 

wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan 

dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan 

Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, 

danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang 

potensial untuk diusahakan di wilayah Republik 

Indonesia. 

14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 

16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 

 

Pasal 2 

Tujuan Penyelenggaraan SPKP adalah: 

a. meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan; 

b. meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan 

kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal 

perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara 

bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan 

d. meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang 

perikanan. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. kelembagaan SPKP; 

b. prasarana dan sarana SPKP;  

c. penyedia SPKP;  
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d. pemasangan dan aktivasi transmiter SPKP; dan 

e. hak, kewajiban, dan larangan pengguna SPKP. 

 

BAB II 

KELEMBAGAAN 

 

Pasal 4 

(1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan 

SPKP sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

dalam pengelolaan perikanan. 

(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengelolaan SPKP 

kepada Direktur Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi 

dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur 

Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 

 

Pasal 5 

Direktur Jenderal sebagai Pengelola SPKP mempunyai tugas: 

a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP; 

b. menyusun prosedur operasional standar SPKP; 

c. menetapkan penyedia SPKP; 

d. melakukan pemantauan terhadap kapal perikanan; 

e. melakukan pemeriksaan terhadap pengguna SPKP yang 

tidak mengaktifkan transmiter SPKP;  

f. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan 

Budidaya untuk pemberian sanksi administratif terhadap 

kapal perikanan yang melakukan pelanggaran 

berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf e; dan 

g. menyediakan layanan akses pemantauan kapal perikanan 

melalui website SPKP dan/atau melalui pesan singkat  

(Short Message Services Gateway). 
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